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REPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WCMOGIRI

NOMOR : 04 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
K/.BUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan
pelaksanaan Kkegiatan secara terukur, efektif,
efisien dan akuntabel melalui system pelaporan
vang handal serta senantiasa taat pada peraturan
perundang-undangan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Satuan
Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk Dan  Keluarga Berencana  dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Intern
Pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten
Wonogiri,
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 387) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150j;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4578);

Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5038},

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indones:a
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5072);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5+94);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nonor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan.

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 5135);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN

Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas
pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Wonogiri, sebgaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini ;

Tugas Tim tersebut DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Merumuskan
Kebijakan  Teknis  Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindiingan Anak Kabupaten Wonogiri.

9. Melaksanakan sosialisasi / bimbingan tehnis
penyelenggaraan  Sistem Pengendalian  intern
pemerintah di lingkungan Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Wonogiri.

3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.

4. Memfasilitasi  pelaksanaan  Assesment  atas
penyelenggaraan  Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di lingkungan Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Wonogiri dan Pelaksanaan Rencana
Tindak Pengendalian;

5. Mengadministrasikan dokumen-dokumen
penyelenggaraan  Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

6. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah kepada Kepala
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri secara

periodik.
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Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut DIKTUM
KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Wonogiri.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dinas Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA] SERENSANA dan PEMBERDAYAAN
PUA N, RERLINDUNGAN ANAK
BN, WONOGIRI




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PPKE DAN P3A KABUPATEN
WONOGIRI

NOMOR  : 04 TAHUN 2020
TENTANG :

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
DINAS PPKB DAN P3A
KABUPATEN WONOGIRI

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI

KEDUDUKAN DALAM :
SATGAS i
Penanggung jawab |

S NO JABATAN DALAM DINAS

| Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan
| Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

| Perempuan Dan Perlindungan Anak

| Kabupaten Wonogiri.

—

1
|
|
|

2 | Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk | Ketua
Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan |
Perempuan Dan Perlindungan Anak |
Kabupaten Wonogiri

|
|

3 | Kabid Keluarga Sejahtera Dinas Sekretaris
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten

Wonogiri.

7 | Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan Anggota
i Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
= Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri
5 |Kasi Bina Keahanan Keluarga Dinas | Anggota
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Dan  Perlindungan  Anazk Kabupaten

| Wonogiri.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
AN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- N WONOGIRI




